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<b>ABSTRAK</b><br>

Dalam menegakan peraturan domestik dan menghindari pajak berganda, peran
dilakukannya pertukaran informasi penting dalam hal administrasi informasi
otoritas pajak negara yang berkepentingan, Padatanggal 1 April 2014, Menteri

K euangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.03/2014
tahun 2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi sebagai aturan pelaksanaan
pertukaran Informasi (PMK 60). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar
pemikiran dilengkapinya peraturan sebelumnya dengan PMK 60 dan menjelaskan
pel aksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak sebelum dan sesudah
diterbitkannya PMK 60. Penelitian adalah penelitian kualitatif dan bersifat
deskriptif. Hasil penelitian ini adalah yang mendasari diterbitkannya PMK 60
adalah masuknya Indonesia ke dalam Globa Forum on Transparency and
Exchange of Information for Tax Purposes yang memberikan dorongan negaranegara
anggota untuk melakukan perjanjian pertukaran informasi, serta adanya
ketentuan-ketentuan baru yang perlu diakomodir dalam peraturan domestik.

Pel aksanaan sebelum diterbitkannya PMK 60 adalah Otoritas Pgjak Indonesia
menggunakan dasar Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER 67/PJ2009
(PER 67) sebagai aturan teknis pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya, dan
dalam pelaksanaan sesudah diterbitkannya PMK 60 Otoritas Pgjak menggunakan
PER 67 dalam hal teknis namun tetap menggunakan PMK 60 sebagai lex genralis
peraturan pertukaran informasi. Diharapkan Otoritas pajak |ndonesia dapat
meningkatkan sistem informasi perpajakan Indonesia dan dapat menerbitkan
aturan pelaksanaan dari PMK 60.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

In order to enforce domestic regulation and to avoid double taxation, uses
exchange of information for tax purpose is essential for administration of tax
authority database. On 1st April 2014, Indonesia Minister of Finance issuing
Minister of Finance Regulation Number: 60/PMK.03/2014 regarding for
Indonesia Exchange of Information Procedures (PMK 60). This research aimed to
analyze rationale of issuing PMK 60 as completed previous regulation and to
explain before and after implementation of PMK 60 as regul ation on exchange of
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information for tax purpose. The research uses qualitative method and descriptive
purpose to analyze and process data. Result of this research are Indonesiaisjoin
as member of Globa Forum on Transparency and Exchange of Information for
Tax Purposes which member of Global Forum use this convention to created Tax
Information Exchange Agreement between member’s. Asimplications of newer
Tax Information Exchange Agreement’ s raises new provisions which are not
regulated in previous regulation. The implementation before PMK 60 issued is
Indonesia Tax Authority use Director General Taxation number: 67/PJ2009
(PER 67) as previous regulation that regulated Exchange of Information
Procedure and the implementation after PMK 60 issued is Indonesia Tax
Authority constantly use PER 67 astechnical previous regulation, however use
PMK 60 as lex generalis of Indonesia Exchange of Information procedure.
Researcer expacted Indonesia Tax Authorty may increase information system
database and may issued adminstrative regulation from PMK 60.



